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BAB V

PENUTUP

Setelah membuat interpretasi dan kajian mengenai gagasan kehendak umum
Rousseau dari konsep kuasa, parrhesia dan intelektual spesifik Michel Foucault,
penulis akhirnya menyimpulkan beberapa hal. Pertama, gagasan kehendak umum
Rousseau. Rousseau menghendaki supaya manusia dikembalikan ke keadaan
alamiahnya supaya manusia bisa hidup dengan bebas, setara dan bermoral. Bagi
Rousseau segala ketidakadilan dan ketaksetaraan sosial politik disebakan oleh klaim-
klaim kekuasaan dan kepemilikan oleh para raja, para bangsawan dan penguasa.
Rousseau meyakini bahwa secara kodrati semua manusia adalah makhluk yang setara
dan bebas. Namun, keterbatasan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan
manusia yang populasinya semakin bertambah dari waktu ke waktu, Rousseau pun
mengalami dilemma. Rousseau akhirnya menyatakan supaya manusia membentuk
dan masuk dalam kehidupan masyarakat sipil supaya kebebasan, kesetaraan dan
moralitas manusia dapat terjamin. Pembentukan masyarakat sipil tersebut dapat
dilakukan melalui kontrak sosial. Akan tetapi, dalam masyarakat sipil, kebebasaan
alami manusia diubah menjadi kebebasan sipil. Jika pada keadaan alamiah kebebasan
manusia bersifat tak terbatas (tergantung pada kekuatannya di hadapan alam), maka
dalam masyarakat sipil kebebasan manusia diubah menjadi kebebasan sipil yang
harus tunduk di bawah kehendak umum.

Kehendak umum adalah kehendak yang berasal dari rakyat untuk kepentingan
umum dan kebaikan bersama di dalam negara. Tujuan awal kehendak umum
Rousseau ialah membentuk pemerintahan yang berasal dari kedaulatan rakyat demi
kepentingan umum dalam negara yang berorientasi pada kesetaraan, keadilan,
kebebasan dan jaminan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rousseau
menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat. Rakyatlah
yang menciptakan hukum, mengangkat aparat pemerintah dan yang memberi
legitimasi bagi kekuasaan eksekutif pemerintah. Selain itu, dalam negara yang
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kedaulatan tertingginya adalah rakyat tidak ada lembaga perwakilan rakyat, karena
bagi Rousseau hak kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan.

Pendasaran kehendak umum Rousseau diidentifikasi pada suara mayoritas
dalam negara. Rousseau melihat suara mayoritas sebagai suara dari kumpulan warga
negara yang tidak terikat lagi dengan kepentingan privat dan telah mampu
mengarahkan diri pada kepentingan umum. Hal tersebut dilihat Rousseau dari
banyaknya jumlah suara yang terkumpul dan keseragaman kehendak dari mayoritas.
Rousseau pun melihat kelompok mayoritas dalam negara sebagai sumber kebenaran
dan kebaikan tertinggi dalam negara.

Pendasaran kehendak umum yang demikian membuat Rousseau bersikap
negatif terhadap kelompok minoritas dalam negara. Rousseau menganggap minoritas
dalam negara sebagai kelompok manusia yang salah, buruk dan egois karena masih
terikat dengan kepentingan privat dan tidak mampu mengarahkan diri pada
kepentingan umum seperti yang dilakukan mayoritas. Anggapan tersebut diyakini
oleh Rousseau dengan melihat jumlah suara yang sedikit dan perbedaan pandangan
dari kaum minoritas di hadapan mayoritas dalam negara. Rousseau menganggap yang
banyak sebagai yang umum dan yang umum sebagai yang benar. Selain itu, Rousseau
menganggap bahwa kehendak umum dalam negara haruslah kehendak yang seragam
dan tunggal. Rousseau tidak menyadari bahwa kehidupan manusia tidak pernah
seragam karena dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi di mana ia hidup. Hal
tersebut juga berpengaruh pada pandangan hidup, keyakinan dan kepentingan yang
beragam antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Sebagai kelompok yang salah, buruk dan egois, minoritas harus tunduk pada
kehendak umum yang bersumber dari mayoritas jika ingin tetap hidup dan
bereksistensi dalam negara. Ketundukan dan ketaatan minoritas pada kehendak
umum yang berasal dari mayoritas dapat dilakukan melalui pertobatan politis dan
pedidikan kebajikan sipil. Pertobatan politis dan pendidikan kebajikan sipil juga
bertujuan untuk membebaskan (memaksa untuk bebas) kaum minoritas dari
keterikatan dengan kepentingan privatnya sehingga mampu mengarahkan diri pada
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kepentingan umum yang terdapat dalam kelompok mayoritas. Jika minoritas menolak
untuk tunduk dan taat pada kehendak umum yang didasarkan pada suara mayoritas,
maka minoritas harus diusir dari negara atau dihukum mati.

Pemikiran Rousseau yang demikian berimplikasi negatif bagi kaum minoritas
dalam negara. Pemikiran politik Rousseau pun dianggap sebagai filsafat politik yang
membenarkan absolutisme negara terhadap individu, totalitarianisme mayoritas
terhadap minoritas, manipulasi kebenaran, menimbulkan paradoks kebebasan dan
kecacatan demokrasi. Implikasi negatif tersebut tentu bertentangan dengan semangat
awal dalam pemikiran politik Rousseau yang mengusahakan kesetaraan, keadilan dan
kesejahteraan semua manusia di dalam negara.

Kedua, konsep kuasa Foucault. Menurut Foucault, kuasa adalah suatu strategi
dalam relasi komunikasi antarmanusia. Sebagai strategi dalam relasi komunikasi
antarmanusia, kuasa bersifat positif dan produktif, bukan represif dan dominatif.
Kuasa tersebar dalam masyarakat, tidak dapat dipolitisir hanya pada pihak atau
institusi tertentu saja. Kuasa bukanlah sesuatu yang menjadi hak milik yang dapat
diperoleh, direbut dan dibagi-bagikan, melainkan sesuatu yang dipraktikkan dalam
relasi manusia. Kuasa adalah suatu strategi komunikasi yang tidak hanya bergerak
dari atas ke bawah (searah), dari penguasa kepada rakyat, melainkan juga bergerak
dari bawah ke atas (dari masyarakat kepada pemimpin). Kuasa sebagai strategi dalam
relasi antarmanusia selalu memunculkan resistensi. Namun, resistensi yang dimaksud
dalam kuasa bukan hanya berkaitan dengan resistensi yang negatif seperti perlawanan
yang menghasilkan polemik, melainkan juga resistensi positif seperti penolakan dan
penyanggahan terhadap suatu gagasan atau tindakan politik yang menuntut ruang
diskusi dan dialog terbuka dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai keputusan
bersama.

Ketiga, konsep parrhesia Foucault. Parrhesia adalah suatu aktivitas atau
tindakan menyampaikan segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran seseorang secara
berani, bebas, jujur dan terbuka. Tidak hanya berhenti di situ, Foucault melihat
parrhesia sebagai suatu tindakan atau keberanian untuk menyampaikan kebenaran.
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Keberanian untuk menyampaikan kebenaran tidak hanya dalam bentuk kata-kata
melainkan juga dalam perbuatan hidup sehari-hari. Tujuannya supaya seorang
parrhesiast dapat menjadi pribadi yang memiliki integritas dan keselarasan dalam
perkataan dan perbuatan.

Parrhesia sebagai keberanian untuk menyampaikan kebenaran memiliki
beberapa poin penting yaitu, menuntut relasi dengan pengetahuan mengenai
kebenaran dan praktik (pengalaman) kebenaran, membutuhkan keberanian untuk
menghadapi bahaya, berkaitan dengan kebebasan dan kejujuran untuk menyampaikan
kebenaran dan melihat tindakan menyampaikan kebenaran sebagai suatu tugas mulia
dalam hidup dan bukannya suatu beban hidup. Selanjutnya, dalam hubungan dengan
politik, Foucault melihat parrhesia sebagai hak semua warga negara untuk turut
terlibat dan berpartisipasi dalam urusan kepemerintahan (hak demokrasi), hak semua
orang untuk menyampaikan pendapat dan pandangan di hadapan umum secara bebas
dan hak yang sama bagi semua orang untuk menyampaikan kebenaran dalam
kehidupan bersama.

Keempat, konsep intelektual spesifik Foucault. Menurut Foucault, intelektual
spesifik adalah cendekiawan khusus yang tidak terus-menerus menjadikan prinsip-
prinsip universal sebagai dasar untuk menilai dan memahami semua realitas yang
ada. Artinya, seorang intelektual spesifik tidak boleh menjadi pribadi yang
mengklaim diri sebagai guru kebenaran yang mengetahui segala sesuatu dengan
pendasaran pada prinsip-prinsip universal tanpa ada usaha untuk turut terlibat pada
situasi dan realitas konkret yang beragam dalam masyarakat. Klaim mengetahui
segala sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip universal akan membuat seorang
intelektual cenderung tertutup terhadap kebenaran-kebenaran parsial yang terdapat
dalam masyarakat-masyarakat lokal yang beragam. Kecenderungan tersebut akan
melahirkan sikap intoleransi terhadap keberagaman dan pemberangusan terhadap
kebenaran-kebenaran parsial.

Kelima, menelaah gagasan kehendak umum Rousseau dari konsep kuasa,
parrhesia dan intelektual spesifik Michel Foucault. Implikasi negatif dari gagasan



101

kehendak umum Rousseau yang melahirkan absolutisme negara terhadap warga
negara, totalitarianisme mayoritas terhadap minoritas, manipulasi kebenaran,
pemberangusan kebebasan sipil minoritas dan kecacatan demokrasi adalah hal-hal
yang sangat dikritik oleh Michel Foucault. Bertolak dari konsep kuasa Foucault,
impilikasi-implikasi negatif di atas adalah bentuk kekuasaan yang bersifat represif
dan dominatif. Kekuasaan yang represif dan dominatif merupakan sistem yang
memperlakukan warga negara (minoritas) menjadi objek yang pasif dan tidak melihat
minoritas sebagai subjek yang aktif dan kreatif. Kekuasaan dalam negara juga dilihat
sebagai milik pemerintah dan kelompok mayoritas. Anggapan tersebut menyebabkan
penindasan mayoritas terhadap minoritas karena minoritas dianggap sebagai orang-
orang yang tidak memiliki kuasa. Sebaliknya, Foucault melihat kuasa juga dimiliki
oleh minoritas. Hal tersebut ditunjukkan minoritas dengan keberanian untuk
menyuarakan pandangan dan keyakinannya yang berbeda di hadapan mayoritas.
Kekuasaan yang represif dan dominatif akan memberangus HAM dan kebebasan
dasar manusia, sedangkan kuasa yang positif dan produktif akan mendorong manusia
menjadi subjek yang aktif dan kreatif dalam menata hidup melalui subyektivikasi
nilai, norma dan berbagai peraturan dalam negara.

Implikasi negatif dari gagasan kehendak umum Rousseau yang melahirkan
manipulasi kebenaran, pemberangusan kebebasan warga negara (minoritas) dan
kecacatan demokrasi, jika dilihat dari konsep parrhesia Foucault adalah hal-hal yang
bertentangan dengan hak demokrasi, hak dan kebebasan berpendapat dan hak untuk
menyampaikan kebenaran dari warga negara. Sebagai warga negara yang sah (turut
terlibat dalam kontrak sosial), kaum minoritas memiliki hak demokrasi dalam negara
yaitu hak untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam urusan kepemerintahan. Sebagai
warga negara yang sah, minoritas juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat
dan pandangan hidup secara bebas di depan umum dan memiliki hak untuk
menyampaikan kebenaran yang dipahami, diyakini dan yang dipraktikkan dalam
hidupnya kepada orang lain.
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Sikap negatif Rousseau terhadap minoritas dalam negara juga bertolak
belakang dengan konsep intelektual spesifik Foucault. Berbeda dengan Rousseau,
Foucault justru melihat minoritas dan orang-orang kecil dalam negara sebagai
manusia-manusia yang memiliki kebenaran dalam diri dan hidupnya. Minoritas yang
berbeda pandangan dan keyakinan hidup dengan mayoritas adalah kelompok manusia
yang telah menyadari dan memahami hidupnya secara konkret yang berbeda dengan
mayoritas. Kesadaran dan pemahaman tersebut bukanlah suatu kesalahan dan
keburukan melainkan suatu kebenaran parsial yang lahir dari situasi dan kondisi
konkret mereka. Dengan demikian hanya minoritaslah yang mengetahui lebih baik
mengenai persoalan hidup dan kebutuhannya berdasarkan situasi konkretnya
ketimbang mayoritas yang memiliki situasi dan kondisi hidup yang berbeda dengan
minoritas. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadi intelektual-intelektual spesifik
dalam mengkaji persoalan dan kepentingan masyarakat yang beragam sehingga dapat
membuat kebijakan politik yang benar-benar sesuai dengan persoalan, menjawabi
kepentingan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam kehidupan negara
yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang beragam.

Akhirnya, penulis berharap tulisan ini dapat membantu pembaca untuk
memahami gagasan kehendak umum Rousseau, konsep kuasa, parrhesia dan
intelektual spesifik Michel Foucault. Harapannya, konsep kuasa, parrhesia dan
intelektual spesifik Michel Foucault dapat memberikan perspektif baru bagi pembaca
mengenai etika politik, etika demokrasi dan sikap untuk memimpin dan menata hidup
pribadi. Hemat penulis, kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial dalam negara
akan tercapai jika kehidupan politik sungguh-sungguh didasarkan pada kehendak
bersama (baik mayoritas maupun minoritas) yang lahir dari diskusi dan dialog untuk
mencapai kesepakatan bersama sehingga kehendak bersama tersebut benar-benar
terarah bagi kebaikan bersama dan kepentingan umum (baik mayoritas maupun
minoritas).
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